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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kualitas Laporan Keuangan 

     a. Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja  keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara  misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan (PSAK, 2013). 

     b. Jenis Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan terdiri dari 4 laporan dasar yaitu neraca, laporan rugi 

laba, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. (Sugiono et al., 2010: 9-17) 

1) Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva atau harta, kewajiban, 

dan modal sendiri dari suatu perusahaan pada tanggal atau waktu tertentu. 

2) Laporan rugi laba adalah laporan ringkas tentang jenis dan jumlah 

pendapatan atau hasil penjualan yang diperoleh perusahaan selama periode 

tertentu, biaya selama masa itu, dan keuntungan atau kerugian yang diderita 

selama periode tersebut. 
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3) Laporan perubahan modal atau laba ditahan adalah laporan yang 

menunjukkan saldo awal dan akhir laba ditahan dalam neraca yang 

menunjukkan suatu analisis perubahan tentang besarnya laba selama jangka 

waktu tertentu. 

4) Laporan arus kas adalah laporan yang menghubungkan antara 2 neraca 

dengan laporan rugi atau laba periode terakhir yang dapat mengevaluasi 

berapa banyak uang kas yang dihasilkan perusahaan dan untuk apa saja uang 

kas tersebut digunakan. 

    c. Tujuan Laporan Keuangan 

 Berdasarkan PSAK no. 1 (revisi 1998), tujuan laporan keuangan untuk 

tujuan umum adalah : (Sulistiyowati, 2010:5) 

1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. 

2) Serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

d. Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas 

   Sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan 

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 

informasi akuntansi sehingga  dapat memenuhi tujuannya. Keempat 

karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan 
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keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: (Indonesia, 

2010:10-11) 

1) Relevan 

 Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan 

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang 

relevan : 

a)  Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat    

 mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  

 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

 akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c) Tepat waktu 

 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

 berguna dalam pengambilan keputusan. 

d) Lengkap 

 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin 

 yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

 pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir 

 informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan 
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 dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat 

 dicegah. 

2) Andal 

 Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 

karakteristik: 

a) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

b) Dapat Diverifikasi (verifiability)  

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 

hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 

3) Dapat dibandingkan  

  Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal 
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dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan 

bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4) Dapat dipahami  

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 

entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari 

informasi yang dimaksud. 

 
2. Good corporate governance 

a. Pengertian good corporate governance 

 Good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan 

perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak 

yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung 

dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. (Pudail dkk., 2018:8) 

Menurut Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) 

(Pudail dkk., 2018:11), 

“The internal means by which corporation are operated and controlled, which 

involve a set of corporate governance 5 relationship between a company’s 

management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate 
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governance also provides the structure through which the objectives of the 

company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring 

performance are determine. Good corporate governance should provide proper 

incentives for the board and management to persue objectives that are in the 

interests of the company and shareholders and should facilitate effective 

monitoring, thereby encouraging firms to use resources more efficiently. 

  Good corporate governance merupakan kumpulan hubungan antara 

pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang 

berkepentingan dalam perusahaan. good corporate governance yang baik dapat 

memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan 

manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan 

pemegang saham dan memfasilitasi pemonitoran yang efektif. 

Pedoman GCG merupakan kristalisasi kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, visi, misi dan tata nilai 

perusahaan serta praktik-praktik terbaik GCG yang menjadi dasar dan acuan bagi 

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja dalam pengelolaan 

Perseroan serta menjadi acuan bagi stakeholder dalam berhubungan dengan 

Perseroan. Pedoman GCG juga menjadi acuan bagi peraturan perusahaan yang 

lebih rinci sesuai dengan kebutuhan unit kerja organisasi dalam Perseroan 

(PT.Pertamina (Persero), 2017:7). Dan good corporate governance adalah 

prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan 

perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha 

(PT.Pertamina (Persero), 2017:11) 

  FCGI (Forum Corporate Governance Indonesia) mendefinisikan 

corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan 
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antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta 

peran para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan 

hak - hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan 

dan mengendalikan perusahaan. (Nasrum, 2018:7) 

  Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat 

diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. 

Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja 

manajemen yang baik, transparan dan profesional. Penerapan GCG juga akan 

menarik minat para investor dan membuat perusahaan terkendali dengan baik. 

b. Prinsip-prinsip good corporate governance 

 Menurut OECD, prinsip dasar good corporate governance yang dikembangkan 

adalah sebagai berikut: (Pudail dkk., 2018:33) 

1) Akuntabilitas (Accountability)  

 Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh 

dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada 

pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung 

jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung 

jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada 

direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan 

dalam rangka pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk 
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itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

 Beberapa hal yang dapat dilakukan agar prinsip akuntabilitas dapat 

diterapkan yaitu sebagai berikut:  

a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas 

dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.  

b) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis 

dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.  

c) Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, 

misi, tujuan dan target-target operasional di perusahaan.  

d) Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit organisasi telah ditetapkan 

dengan benar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan. 

2) Pertanggungjawaban (Responsibility)  

 Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer 

perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai 

pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang 

berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang 

telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak 

maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Perusahaan harus 

mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 
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kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan 

sebagai good corporate.  

Contoh dari penerapan prinsip responsibility adalah sebagai berikut:  

a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

anggaran dasar dan peraturan perusahaan.  

b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara 

lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama 

di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan 

yang memadai.  

c) Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan 

memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.  

 Adanya keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada 

dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi 

menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan 

pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk 

pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, 

Komisaris Independen mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya 

jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran 

manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang 

diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 

peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini 

termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, 
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perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar 

penggajian, dan persaingan yang sehat. 

3) Keterbukaan (Transparancy) 

  Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan 

akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja 

keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan 

atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar 

pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga 

nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Untuk menjaga obyektivitas 

dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang 

material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan 

lainnya.   

  Contoh dari penerapan prinsip transparancy dan disclosure adalah 

sebagai berikut: 

a) Menyampaikan laporan keuangan audit dan kinerja usaha ke publik 

secara rutin, maupun laporan corporate governance pada instansi yang 

berwenang.  

b) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.  
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c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 

pribadi.  

4)  Kewajaran (Fairness) 

  Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai 

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang 

berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem 

hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor 

merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, fairness menjadi jiwa 

untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam 

kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, 

fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu 

berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan 

dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena 

akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham 

manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan 

lembaga peradilan (litigation abuse). Di antara litigation abuse ini adalah 

penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil 

keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu 

kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari 

kewajiban yang harus dibayarkannya. Seluruh pemangku kepentingan harus 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari 
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perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-

praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. 

Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan 

transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.  

Contoh dari penerapan prinsip fairness adalah sebagai berikut:  

a) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi 

yang diberikan kepada perusahaan.  

b) Pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan 

kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang 

berlaku umum.  

c) Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (nasabah, 

pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi.  

d) Perlakuan, pengembangan teamwork, hubungan kerja dan pembinaan 

pada para karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan 

kewajibannya secara adil dan wajar. 

5) Kemandirian (Independency) 

 Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak 

secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional 

perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola 

perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak 
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stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan 

perusahaan. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

 Contoh dari penerapan prinsip independency adalah sebagai berikut:  

a) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 

perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar 

tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem 

pengendalian internal yang efektif.  

b) Keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan 

berbagai pihak yang merugikan perusahaan.  

c) Proses pengambilan keputusan di perusahaan telah dilakukan secara 

obyektif untuk kepentingan perusahaan. 

 

c. Manfaat dan tujuan dari good corporate governance 

 Menurut (Ashari, 2019:14), Penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance pada Perseroan, bertujuan untuk:  

1) Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, baik 

secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan 

keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan 

Perseroan;  

2) Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ 

Perseroan;  
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3) Mendorong agar organ Perseroan dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan; 

4) Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional; 

5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

  Dalam jurnal (Oktavianto, 2014) yang diadopsi dari Mas Achmad Daniri 

(2005:14) manfaat dan persyaratan penerapan GCG antara lain :  

1) Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang 

saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 

2) Mengurangi biaya modal (cost of capital).  

3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.  

4) Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan 

terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang 

ditempuh perusahaan. 

3. Sistem Informasi Akuntansi 

a.  Pengertian sistem  

Menurut Steven A. Moscov (Indrayati, 2018:2) :  

“Sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut 

sub-sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu.” 

Menurut (Yunaeti, 2017:1) : 
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“Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-

ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan 

yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan.” 

 Jadi, sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari kumpulan orang yang 

saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan adanya 

ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur. 

 

b. Pengertian informasi 

 Informasi adalah data yang berguna dan dapat dimanfaatkan untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan. Menurut Jurnal (Bodnar et al., 2008:6), sifat 

informasi  untuk perencanaan dan pengendalian adalah :  

1) Akurasi (accuracy)  

Berkaitan dengan tingkat kemampuan dari suatu informasi untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Informasi harus merefleksikan realitas secara benar.  

2) Ketepatan waktu (timeliness)  

Informasi besifat mutakhir dan disajikan pada saat dibutuhkan. 

3) Kuantibilitas (quantifiability)  

Yang disajikan dalam informasi hanya yang dapat dinilai dengan uang. 

4) Kepadatan (cinciseness) 

Informasi disajikan secara singkat dan langsung mengarah pada pokok masalah.  

5) Relevan (relevance) 

 Berkaitan dengan seberapa baik hubungan antara informasi dengan suatu masalah 

keputusan tertentu. Informasi yang relevan adalah informasi yang mempengaruhi 

keputusan yang dibuat. 
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c. Pengertian akuntansi 

Menurut (Bahri, 2016 :1) : 

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan 

atas  suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan 

berdasarkan standar yang diakui umum.” 

Akuntansi juga digunakan untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi yang telah 

dilakukan perusahaan atau organisasi dan digunakan untuk mengambil keputusan 

serta menyampaikan informasi kepada investor, kreditor, manajemen, dan pihak 

lainnya. 

 

d. Pengertian sistem informasi akuntansi 

Menurut Steven A. Moscov: (Indrayati, 2018:2) : 

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 

mengumpulkan,  menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan 

mengkomunikasikan informasi  keuangan yang relevan untuk pengambilan 

keputusan pihak luar (seperti kantor pajak, kreditur, pemerintah) dan pihak dalam 

(manajer dan karyawan).” 

Menurut (Yunaeti, 2017:83) : 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala 

sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah 

sebuah sistem informasi. Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kerangka 

pengkordinasian sumber daya (data, materials, equipment, suppliers, personal, and 

funds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa 
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informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan 

menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.” 

Jadi, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, 

menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi yang digunakan untuk 

mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan suatu entitas, dan menyediakan 

informasi. 

e. Fungsi sistem informasi akuntansi  

Menurut (Yunaeti, 2017:84), fungsi dari  Sistem  Informasi Akuntansi 

adalah : 

1) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi 

2) Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan 

3) Melakukan control secara tepat terhadap aset organisasi 

 

f. Kualitas informasi dalam sistem informasi akuntansi 

  Menurut (Azhar Susanto, 2017:13), dilihat dari kualitasnya, dimensi kualitas 

informasi dalam sistem informasi : 

1) Efektifitas 

 Berkaitan  dengan  relevansi  suatu  informasi  dalam mendukung  suatu  

proses  bisnis,  termasuk  didalamnya  harus disajikan dalam waktu yang tepat, 

akurat, konsisten,dapat digunakan dan lengkap. 

2) Efesiensi 

  Berkaitan dengan provisi informasi melalui penggunaan sumber  daya  yang  

optimal  (jadi  harus  produktif  dan  ekonomis). 
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3) Confidensial (kerahasiaan) 

 Berkaitan dengan  proteksi  yang  diberikan  terhadap informasi yang sensitif. 

4) Integritas 

 Berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan informasi juga validitasnya 

berdasarkan aturan-aturan dan harapan-harapan yang berlaku. 

5) Ketersediaan 

 Berkaitan dengan informasi yang selalu  harus tersedia saat diperlukan oleh 

pemakai karena itu berkaitan dengan pengamanan sumber daya. 

6) Kepatuhan 

 Berkaitan dengan kepatuhan  terhadap  undang-undang, peraturan pemerintah 

serta tanggung jawab terhadap pihak eksternal. 

7) Kebenaran informasi 

 Berkaitan dengan sistem informasi yang menyajikan informasi  bagi 

manajemen  yang  cocok digunakan untuk  mengoperasikan  perusahaan  dan  

memberikan  pamakai laporan  keuangan yang  diperlukan  oleh  pemakai  dan  

badan pemerintah. 

g. Pemakai Sistem Informasi Akuntansi 

 Pemakai sistem informasi akuntansi dikelompokkan menjadi dua yaitu pemakai 

eksternal dan pemakai internal.(Azhar Susanto, 2017:14) 

 Pemakai eksternal adalah semua  pihak  yang  terkait  dengan perusahaan  

sehingga sangat  tergantung  kepada  informasi  akuntansi  yang  dihasilkan  oleh  

sistem   informasi  akuntansi perusahaan. Informasi tersebut bervariasi  dalam jenis  

dan bentuknya seperti : 

1) Pemasok  



29 
 

 Memerlukan informasi akuntansi dalam bentuk pesanan yang dihasilkan  oleh  

sistem  Informasi  akuntansi perusahaan sebelum dapat mengirimkan 

barangnya. 

2) Pelanggan  

 Memerlukan informasi akuntansi dalam  bentuk faktur yang dihasilkan oleh 

sistem informasi akuntansi perusahaan sebelum melakukan pembayaran. 

3) Pemegang  saham 

 Menerima  informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah dividen yang akan 

diterimanya serta untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dimasa sekarang 

dan memprediksi kinerjanya dimasa mendatang. 

4) Badan pemerintah  

 Menerima informasi tentang jumlah laba yang dihasilkan, pajak yang 

dibayarkan dan lain-lain. 

5) Serikat pekerja 

 Menerima  informasi  tentang  kondisi  keuangan perusahaan dalam bentuk 

laporan keuangan yang akan memberikan  gambaran  tentang  kondisi  

perusahaan    saat  ini dan dimasa mendatang. 

6) Investor  besar,  kreditur  dan  pemakai  eksternal  lainnya 

 Menerima informasi dalam bentuk laporan keuangan yang di gunakan untuk 

selain untuk mengevaluasi kinerja perusahaan saat ini juga untuk 

memprediksi kinerjanya dimasa depan. 

 Pemakai informasi akuntansi internal meliputi manajer diberbagai tingkatan dan 

bagian dengan fokus pada manager operasional. Informasi akuntansi yang  disajikan  

terhadap  pemakai internal sangat tergantung kepada tingkat manajemen dan bagian 

dimana menajer tersebut. 
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Gambar 1.1 

 Gambar diatas menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk informasi yang 

dibutuhkan di berbagai tingkatan manajemen suatu organisasi. Sebagai contoh  

manajemen  puncak umumnya  lebih memperhatikan  rencana  strategis  jangka  

panjang  dan  pengendalian. Laporan keuangan untuk manajemen puncak kebanyakan 

berisi akumulasi dan ringkasan dari akun tertentu seperti total penjualan.  Manajemen 

tingkat menengah menerima informasi yang relevan dengan bagian dimana mereka 

ditempatkan, seperti total penjualan  untuk  departemen  A, sedangkan  manajemen  

pada tingkat paling bawah seringkali berurusan dengan bentuk informasi yang sangat 

detail seperti data transaksi. 

4. Sistem Pengendalian Internal 

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut (Hery, 2014:11), pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan 

dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk 

tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan 

yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/ undang-

undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana 



31 
 

mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ketentuan yang dimaksudkan meliputi 

peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti 

korupsi, dan sebagainya. 

 Dalam jurnal (Aditya & Surjono, 2017)  yang diadopsi dari I Gusti Agung Rai 

(2008:283) “Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa 

organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.” 

 Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

b.  Tujuan sistem pengendalian internal 

 Dalam jurnal (Naibaho, 2013:65) yang diadopsi dari  Arens, dkk (2003: 271) 

Internal control yang dikemukakan COSO, tujuan pengendalian internal adalah 

effectivenes and efficiency of operations, reliability of financial reporting, 

compliance with applicable laws and regulations.  

1) Efektivitas dan efesiensi operasi pengendalian internal  

 Dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan kerjasama yang tidak perlu 

dan pemboroson dalam seluruh aspek usaha serta mencegah penggunaan 

sumber daya yang tidak efisien.  

2) Keandalan laporan keuangan  

 Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya, manajemen memerlukan 

informasi yang akurat. Oleh karena itu dengan adanya pengendalian internal 
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diharapkan dapat menyediakan data yang dapat dipercaya, sebab dengan 

adanya data atau catatan yang andal memungkinkan akan tersusunnya laporan 

keuangan yang dapat diandalkan.  

3) Kepatuhan terhadap hukum dan aturan pengendalian internal 

  Dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang 

telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dapat ditaati 

oleh karyawan perusahaan. 

c. Komponen pengendalian internal 

 COSO menyatakan 5 komponen yang diperkenalkan oleh COSO beserta sub 

komponen yang merupakan dasar untuk melihat penerapan pengendalian internal 

(Arens, 2014) : 

1) Control environment (lingkungan pengendalian) 

 Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik entitas secara 

keseluruhan tentang pengendalian internal dan arti pentingnya. 

 Sub komponen lingkungan pengendalian:  

a) Integritas dan nilai etis  

b) Komitmen pada kompetensi  

c) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit  

d) Filosofi dan gaya operasi manajemen  

e) Struktur organisasi  

f)  Kebijakan dan praktik 

2) Risk assessment (penilaian resiko) 
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Penilaian resiko merupakan pengidentifikasian dan analisis oleh manajemen 

terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang 

sesuai GAAP. 

 Proses penilaian risiko:  

a) Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi risiko  

b) Menilai signifikansi risiko dan kemungkinan terjadinya  

c) Menentukan tindakan yang digunakan untuk mengelola risiko kategori 

 asersi manajemen yang harus dipatuhi 

d) Asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa lain  

e) Asersi tentang saldo akun  

f) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan 

3) Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Aktivitas Pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuannya bagi pelaporan keuangan. 

Jenis aktivitas pengendalian khusus:  

a) Pemisahan tugas yang memadai  

b) Otorisasi yang tepat atas transakti dan aktivitas  

c)  Dokumen dan catatan yang memadai  

d)  Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan  

e) Pemeriksaan independen atas kinerja 

4) Information and Communication (informasi dan komunikasi) 

Informasi dan komunikasi merupakan metode yang digunakan untuk 

memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi entitas serta 

mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. 

Tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi yang harus dicapai:  
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a) Keterjadian  

b) Kelengkapan  

c) Keakuratan  

d) Posting dan pengiktisaran  

e) Klasifikasi  

f)  Penetapan waktu 

5) Monitoring Activities (Aktivitas Pemantauan) 

 Aktivitas pemantauan merupakan penilaian yang berkelanjutan dan 

periodik oleh manajemen terhadap pelaksanaan pengendalian internal untuk 

menentukan apakah pengendalian. Aktivitas pemantauan menurut COSO 

merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya 

berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk 

memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian 

internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan 

berfungsi. Evaluasi berkesinambungan secara terus menerus dibangun ke 

dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan 

informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan 

bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, 

efektifitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan 

manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang 

ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang 

diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan kekurangan yang 

ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi. 
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B. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan good corporate 

governance, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap 

kualitas informasi akuntansi. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 
No Judul Peneliti Tahun Kesimpulan 

1.  Pengaruh Pemahaman 

Akuntansi, Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Akuntansi Keuangan 

Daerah dan Peran 

Internal Audit terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Empiris 

Pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Di 

Kota Pariaman) 

Dian 

Irma Diani 

2014 Berdasarkan hasil uji dalam 

penelitian ini, disimpulkan 

bahwa : 

Pemahaman akuntansi dan 

peran internal audit 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah, 

dan sistem informai 

akuntansi keuangan daerah 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

2.  Pengaruh Pemahaman 

Akuntansi, Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Akuntansi dan Sistem 

Pengendalian Intern 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Ni Luh 

Wayan Tiya 

Lestari 

 

dan 

 

Ni 

Nyoman Sri 

2020 Hasil dari penelitian ini, 

ketiga variabel berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

untuk meningkatkan kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah, sebaiknya dinas 

lebih memperhatikan 

pegawainya untuk bisa 



36 
 

Rahayu 

Trisna Dewi 

memahami akuntansi, 

pemanfaatan sistem 

informasi akuntansi, dan 

sistem pengendalian intern 

dengan memberikan 

sosialisasi, pendidikan, dan 

pelatihan yang intensif bagi 

pegawai yang 

bertanggungjawab langsung 

atas penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan, 

sehingga mampu membuat 

laporan keuangan yang 

berkualitas. 

3.  Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Survei Pada Organisasi 

Perangkat Daerah 

Pemda Cianjur) 

Tuti 

Herawati 

2014 Terdapat pengaruh signifikan 

antara lingkungan 

pengendalian, penilaian 

resiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan 

komunikasi dan pemantauan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan secara stimultan. 

Secara parsial, tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara 

kegiatan pengendalian dan 

pemantauan terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

4.  Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Studi Kasus pada 

Satuan Kerja Perangkat 

Ahmad 

Faishol 

2016 Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian intern 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan 
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Daerah Pemerintah 

Kabupaten Lamongan) 

keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

5.  Pengaruh Penerapan 

Good Corporate 

Governance terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan (Studi pada 

Perusahaan Asuransi 

Ajb Bumiputera Kc 

Lhokseumawe Dan Pt 

Taspen Kc 

Lhokseumawe) 

Mursidah 

 

dan 

 

Khairina 

2018 Berdasarkan hasil penelitian, 

Good Corporate Governance 

berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap 

Kualitas laporan Keuangan 

(Studi pada Perusahaan AJB 

Bumiputera dan PT TASPEN 

KC Lhokseumawe) 

 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan   

 selama pandemi COVID-19 

 Good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan 

perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang 

mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari 

mekanisme pengelolaan itu sendiri. 

 Dari segi pemikiran peneliti berdasarkan teori diatas, good corporate 

governance  sangat berperan penting dalam menyusun laporan keuangan. Selama 

masa pandemi COVID-19, sangat penting dalam menjalankan 5 prinsip good 

corporate governance yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan 

kemandirian dengan baik sehingga membuat perusahaan tetap berjalan secara efektif 

dan efisien. 
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 Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mursidah & Khairina, 2018) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Asuransi Ajb Bumiputera Kc 

Lhokseumawe dan PT Taspen Kc Lhokseumawe)”, menyatakan bahwa good 

corporate governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan dan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan PT Taspen KC 

Lhokseumawe mengutamakan pengelolaan yang penuh amanah, transparan, dan 

akuntabel bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan prinsip-

prinsip good corporate governance. 

 Pengaruh good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan, dari 

segi pemikiran peneliti adalah semakin perusahaan memiliki sistem pengendalian dan 

pengaturan perusahaan yang baik, akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang 

baik pula. 5 prinsip yang dimiliki perusahaan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. Dimana perusahaan harus mempertahankan transparansi, 

kewajaran laporan keuangannya selama pandemi COVID-19, akuntabilitas dari 

dewan komisaris dan pemangku jabatan perusahaan, tanggung jawab terhadap 

seluruh investor dan pemegang saham, dan kemandirian pengelola perusahaan harus 

tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam 

undang-undang maupun peraturan perusahaan sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas. 

 2. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

 selama pandemi COVID-19 

 Sistem informasi akuntansi yang telah digunakan perusahaan sangat bermanfaat 

selama pandemi COVID-19 terjadi dimana pemerintah menetapkan peraturan untuk 

memangkas jumlah karyawan yang hadir di kantor sehingga para karyawan harus 
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work from home, menerapkan social distancing, dan lainnya. Sistem informasi 

akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, 

mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan 

untuk pengambilan keputusan pihak luar (seperti kantor pajak, kreditur, pemerintah) 

dan pihak dalam (manajer dan karyawan). 

 Dari segi pemikiran peneliti, sistem informasi akuntansi harus menghasilkan 

informasi yang tepat agar membantu para pengguna laporan atau informasi dapat 

mengambil keputusan yang tepat. Selama pandemi COVID-19, informasi hanya 

diberikan menggunakan alat komunikasi dan aplikasi seperti meeting melalui Google 

Meet atau Zoom, penyampaian melalui telepon, dan lainnya. Informasi yang 

disampaikan tetap harus memenuhi kualitas informasi dari sistem informasi akuntansi 

yaitu efektivitas, efisiensi, confidensial, integritas, kepatuhan, kebenaran informasi, 

dan  ketersediaan. Dengan memperhatikan dan menghasilkan kualitas dari sistem 

informasi  akuntansi yang sesuai, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pula. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi, 2020) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan 

Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, menyatakan 

bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

 Pengaruh kualitas dari sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan 

keuangan, dari segi pemikiran peneliti adalah kualitas informasi yang sesuai atau 

berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tantangan 

perusahaan selama pandemi COVID-19 ini adalah cara menyampaikan informasi 



40 
 

yang  berkualitas dengan komunikasi secara tidak langsung. Namun kualitas dari 

sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.  

 3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 

 selama pandemi COVID-19 

 Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk 

melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan 

penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, 

serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang 

serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh 

seluruh karyawan perusahaan. 

 Dari segi pemikiran peneliti, sistem pengendalian internal adalah kebijakan 

yang dimiliki perusahaan untuk menjaga dan melindungi perusahaan dari segala 

tindakan atau peristiwa yang akan merugikan perusahaan atau melanggar hukum. 

Sistem pengendalian internal sangatlah penting selama pandemi COVID-19 ini 

dimana  perusahaan harus menyesuaikan sistem pengendalian internal sesuai 

dengan peraturan  yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Faishol & Lamongan, 2016) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan)”, menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. 

 Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Dari segi pemikiran peneliti, laporan keuangan adalah tahap 

yang harus dilakukan perusahaan dengan baik karena akan mempengaruhi keputusan 

dan presepsi stakeholders, investor, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Banyaknya 
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 tantangan yang terjadi selama pandemi COVID-19, perusahaan tetap harus 

menyajikan  laporan keuangan yang berkualitas.  

 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, dari 

segi pemikiran peneliti adalah sistem pengendalian internal yang dilakukan dengan 

baik akan mempertahankan kinerja perusahaan sehingga menghasilkan kualitas 

laporan  keuangan yang baik pula. Sistem pengendalian internal sangat penting 

dilakukan  selama pandemi COVID-19 terjadi untuk mempertahankan kinerja 

tenaga kerja perusahaan agar tetap efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan  perusahaan. 

Gambar 2.1 
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D. Hipotesis 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin 

dibuktikan dari penelitian ini adalah: 

H1 : Good corporate governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan selama COVID-19. 

H2 : Kualitas dari sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan selama COVID-19. 

H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan selama COVID-19. 

 Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Pengaruh positif good corporate governance terhadap kualitas laporan 

keuangan selama pandemi COVID-19 

𝐻𝜊 ∶ 	𝛽1 = 0 

𝐻𝑎 ∶ 	𝛽1 > 	0 

2) Pengaruh positif kualitas dari sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan selama pandemi COVID-19 

𝐻𝜊 ∶ 	𝛽1 = 0 

𝐻𝑎 ∶ 	𝛽1 > 	0 

3) Pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan 

keuangan selama pandemi COVID-19 

𝐻𝜊 ∶ 	𝛽1 = 0 

𝐻𝑎 ∶ 	𝛽1 > 	0 

 


